L Pendahuluan

_ Pembahasan mengenaz pembuktlan dari sudut hukum pidana terhadap
kasus pencemaran lmgkungan adalah pentmg artmya proses penegakan hu-

kum imgkungan Keberhasnlan membuktakan terhadap suatu pencemaran lmgv_ '

kungan dx muka peradﬂan akan memben sumbangan sangat berarti bagi pro-i'
ses penegakan hukum imgkungan Putusan hakim dalam suatu perkara pence-
maran lingkungan akan menjadi pegangan bagi hakim lainnya ketika meme-
riksa perkara pencemaran lingkungan yang lain. . . - |
Keberhasilan pembuktian suatu kasus pencemaran Imgkungan di muka
pengadilan juga memiliki nilai strategis ketika pencemaran lingkungan dira-
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-ber daya alam sebagm sa} sat mata rantal eg:atan pembangunan tampak- _
nya kurang-»-- memperhatlkan_ strategl" berkelan'utan (sustamable srrategy)

6 . : ' " Hukum:dan Pembangunaiz:. _

: sakan akhir-akhir i mx makm menin kat 1 Menumt Erm] Sahm "ka hnoku~._

: alam' hal m:: pohsx dan jaksa, daiam meiacak suatu__
_'_kungan dan: keterbatasan pengetahuan mereka: ten~

j Keterbatasan aparat penegak hukum 1m 1eb1h d:~:

wal Negerz Sipil. "

Faktor Ialn yang menyebabkan mdustrl berpotens1 pencemar hngkungan
adalah keglatan mdustrl ‘masih suht diawam pembuangan hmbahnya Jen1s~

jems mdustrz seperta pertambangan klmla dan kertas, termasuk mdustn yang
meml i poten31 besar sebagal pencemar hngkungan di sampmg tentunya

' Emil Salim. PembangzmanBerwawasanbngkungan Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, cetakankeenam,
Agustus 1993 hlm 12—13 ) L :

o Kantor Méntei Negara Lingkungan Hidup/BAPEDAL, Jawaban dan Tanggapan Menteri Negara!
Lingkungan Hidup/Ka. BAPEDAL delam Rapar Kerja dengan Komisi X DPR-RE, di Jakarta 29 Januad
1606
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fnaéalah péhégakan hukum hngkunga, yang melmgkupl hukurn pldana hu~
kum perdata dan hukum admmmtras: Pada baglan 11’11 juga akan dlpaparkan

peraturan perundang-undangan yanfr 'berhubungan dengan masaiah Imgku-

ngan hxdup

1. Segi-segi Hukum

Menurut Paulus Effendi Lotulung SH, 3 penegakan hukum hngkungan_
melingkupi aspek hukum perdata, hukum pzdana dan adnnmstrasn Ketlga;
aspek hukum tersebut salmg bermteraksn dalam proses penegakan hukum'

imgkungan

= TUJHEII penegakan hukum Imgkungan melaim penerapan kaxdah kaldah_
hukum perdata terutama djmaksudkan untuk membenkan perlmdungan hu-:
kum terhadap lmgkungan hsdup maupun korban pencemaran _ -

* Hukum perdata juga mem111k1 kaltan dengan pembentukan norma—norma_
datam masalah lmgkunga.n hldup Masa!nya melahn putusan Hakxm Perdata'
dapat dlmmuskan norma~n0rma tentang tmdakan yang cermat .yang seha»___
rusnya, dmarapkan dan seseorang dalam hubungan dengan masyarakat N '_
' Seg1 hukum admxmstrasn dalam penegakan hukum hngkungan dapat dlh-_:
hat dari adanya berbaga: macam sanksi administrasi oleh instansi pemermtah:

3D °&WM£MWFM@§W~HMWW®&#W "Pfrdﬂ'?&“‘ﬁ&ﬁé‘ﬁﬂg

Citra Ad:tya Bakti, 1993, him. 1-2.
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'?S - Hukum dan Pembangunan

_ sendm Sanksi admlmstrasx negara umumnya berupa pencabutan ;pn meiaku» :

kan kegxatahbtsaha yang umnya telah d;berlkan oleh pejabat pemermtah'

Segi hukum p;dana dari proses penegakan hukum hngkungan tercermm' :

' dari adanya sanksi pidana dalam peraturan lmgkungan M:salnya Undang-:

: undang nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan—ketentuan Pokok Pengelolaan .
' ngkungan Hidup mengmtroduszr_ ancaman hukuman pidana (pasal 22). Un— :

o dang-—undang Llngkungan"'Hldup menentukan dua kategori jumlah sanksi pi-
dana yang Juga disertai dengan hukuman denda, yalru :
1) Pencemar lmgkungan yang dengan sengaja merusak hngkungan hldup di-

ancam pldana selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan atau denda seba-.

_-b ny""knya seratus _;uta ruplah

2) Pencema.r lmgkungan yang ‘karena lalai telah merusak Imgkungan hldupi
diancam pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda
sebanyak~banyaknya satu juta rupiah,

2 Peraturan Perundang-undangan : R
a. UULH1982 o N &H

" Peraturan perundangan-undangau yang menjadi payung bagl proses pene-:
gakan hukum hngkungau adalah Undang»undang Nomor 4 Tahun 1982 ten-
tang Ketentuamketentuan Pokok Pengekolaan Lm gkungan Hldup di Indonesxa__
(selanjutnya dlsebut UULH 1982 penulzs) Namun sebelu,m dlberlakukanj
UULH 1982 ini teIah ada Ordonanm Gangguan (Stbi 1926 No. 226 yang'
diubah tes ‘r'dengan Stbl 1940 No 450) @
" Pembentukan 1 Undang~undang nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ke-

tentﬁan‘Pokok Pengelo]aan ngkungan deup di Indonesm (selanjutnya d1~
sebut UU ngkungan H:dup, pen ) merupakan satu rnata rantai yang pentmg
dan rangka:an proses penegakan hukum lmgkungan d1 negerl m1 _

* Koesnadi Hardjascemantri. Huwkum Tata I.mg)‘ctmgan Yogyakarta Gadjah Moda Umvcrsaty Press,

oS- lima-cotakan-Jasepuleh 1003, 00,
Apn’l 199.6



.mari -huku_man . _0._tahun pengara dan denda 2&0 Juta ruplah Ayat 4 mengatur:
- sanks terhadap Peianggaran dengan ancaman hukuman pidana kurungan 1-{ _
'tahun dan denda. 50 juta mplah g : Calh me TR

C Hmder Ordorznantze (Una‘tzngwndang Gangguarz) ST
Hmder Ordonnant:e (Stb 11926 No. 226, - yang terakhir diubah dengan'i
Stblt 1940 No. 400) dladakan dengan maksud untuk melmdungi masyarakat .
dari: oangguan tempat-tempat ker_;a yang dapat mendatangkan ancaman: po-;@'_
Tusi, kebakaran dan keblsmgan S
Menurut undang-undaug ini; tempat~tempat keria hanya boleh didirikan
dengan 1z1n, yang: -dikeluarkan. oleh pemerintah.:Dalam meberikan ijin, pe—-"‘--
merintah mempernmbangkan -segala macam akibat yang: mungkin-timbul.
Tempat-tempat kerja dalam, ordonansx ini dibedakan dengan pabrsk-pabrik_;
yang untuk pada Ordonansi Pabrik: (Stbi 1899:No.263)..: &
-::Rumusan.delik dengan sanksi pidana dalam Ordonansi Ganggqan diatur
dalam pasal 2 dan 3-jo.-pasal 15, dengan:ancaman hukuman maksimum dua -
bulan-dan denda Rp:-7.500,~ rupiah:
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80 .' _ . ' Hukum dan Pembangunan' .

BN Pembuknan Menurut Hukum' E’uiana e

] TEOTI Pembuhtan Salvimaiias Lo Siaden cunt -
R Subekt: berpendapat bahwa5 "hukum pembukt:an 1tu sebenarnya"-'

B :merupakan _suatu bag:an darx Hukum Acara karena:ia memberxkan aturan—;

""Pembuktxah 'mi sangat pentmg balk dalam perkara perdata maupun perkaraﬁl_; |

Setxdaknya ada nga teon tentang pembuktxan ini.® Pertama, teori pems=.:
buknan berdasarkan undang-undang secara positif-(positief wentelijk beweijs=
rhearze} Artmya Jjika:telah: terbukn suatu-perbuatan sesuai dengan aiat~a]at-5'
bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak: dlper-'-“
lukan sama sekali. Teori ini sekarang tidak dianut lagi.

Kedua, teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu, atau convic-
tion-inii}né. “Teori inidilandasi pemikiran bahwa-alat bukti berupa pengakuan
terdakwa:sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran, karena itu diper--
lukan keyakinan hakim. Sistem pembuktian demikian pernah dianut di -Ir_zdd-’:'
nesia, yaitu pada masa pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. -

- Keriga, teori pembuktian berdasar:keyakina hakim sampai batas tertentu
{la conviction raisonnee). Menurut teori ini, hakim bisa memutuskan sese-
orangbersalah berdasarkan keyakinannya, yangdisandarkan pada dasar-"
dasar pembuktian disertai. dengan suatu kesxmpulan yang berlandaskan kepaﬁ'
da peraturan-peraturan: pembuktian tertentu, e R

““Teori pembuktian jalan tengah ‘ini kemudian terpecah terpecah mienjadi
dua, yaitu: 1) pembuktian-berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis"
(conviction raisonee), 2) pembuktian berdasarkan undang-undang secara’

* Prof. R, Subekti, SH. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramite, cetakan kesepuluh, 1993,
hal. 8.

* A. Hamzah. Hukum Acara Pidans Indonegia. Jakania: Arikha Media Cipta, 1993, hal, 297-301.
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W _ danaan dldlsarkan pada pembuktlanl yang berganda yaxru pada peraturan_.

- -:Pencemaralz ngkunga' b

e f.negatif (neganef wettelyke bewystizeone)

KUHAP menganut te\on pembuktian berdasarkan undang undang secara . |

'_';jneganf sebagalmana ditun_;u

-undang dan pada keyakman haklm

) '_-andang

| AP menetapkan'alat-alat buki adalah:
‘a,keterangan'saksi; 5 e e
b. keterangan ahli;

e keterangan terdakw

Kalau dlbandmg }IIR maka ada penambahan alat ‘bukti‘baru dalam""
KUHAP yaltu keterangan ahh cisvad S egiini s s e

Unt‘uk kepentmgan pemenksaan perkara pencemaran lingkungan di peng-
adilan, disampmg keterangan terdakwa, maka "petunjuk” dan- "keterangani--f
ahli" sangat pentmg untuk membuktlkan ter_;admya suam tindak’ pencernaran
hngkungan Pasal’ 186 menyatakan ‘bahwa keteranﬂan ahli ‘adalah pendapat?f'
seorang ahh yang dnkemukakan di s:dang pengadiian Keahlian adalah 1lmu:
pengetahuan yang’ telah dumhkl seseorang Mlsainya ahli kimia dan ahli'
lmgkungan dalam kaitan dengan kepentmgan pemenksaan pencema.ran lmg-':-
kungan di pengadilan. i et T e e

* Dalam konteks kasus pencemaran lingkungan; maka "petunjuk” terjadi-
nya pencemaran lingkungan dapat diperoleh melalui pemeriksaan contoh
bahan yang tercemar, misalnya air kali yang tercemar oleh bahan kimia dari
sebuah pabrik, Pendapat'ini dapat disimpulkan melalui pemeriksaan perkara
pencemaran lingkungan di Sidoardjo, Jawa Timur, yang akan dibahas dalam’

"n_oleh Pasal 183] Daiam teori ini, perm—__f :
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. .. 82 n . o : Hukqgn-:dqn'Pembam?afzanﬁ

_ bagian 'Yémg. terpisah.

-I.Y;_:Diie.aéa'Pemhu.ktia_' '

S 1 Masalah Beban Pembukrzan

Proses pembuktlan tmdak pencemaran Imgkungan menuntut penguasaan_;'- _

' "3.'.bxdang-b1dang ilmu non-hukum yang terkait dengan masalah: dingkungan,

' _-'dak tidak terbatas pada kemahiran ,rundls-formal Walaupan tidak perlu_' '-
sampal pada tmgkat mahir, penguasaan pengetahuan bidang: non-hukum ini.

__perIu sekah untuk menunjang kelancaran tugas mereka.

Tldak mudah menentukan peristiwa pencemaran lmgkungan yang mem-;_
butuhkan dukungan laboratorium yang seharusnya tersedia di tingkat wxlayah
Pemerintah Da_er_ah_ Tingkat II, terutama vang memiliki kegiatan. 1n_d1_;§tn

- yang berpotensi pencemar lingkungan. Selain laboratorium, aparat penegak
hukum diminta:juga secara, cepat.dan:tanggap secara dini atas peristiwa

penc_emaran iingk_ungan untuk kepentingan pembuktian Lo N B ey o sy

2 KasusSzdoard;o v, s B TATAT ] e 214
Pada tanggal 20 Maret 1993 Mahkamah Agung dalam 51dang terbuka_

untuk umum memutuskan terdakwa pemilik PT. Sidoardjo dan PT. Sidomak-:
mur bersalah melakukan kejahatan karena kelalaiannya melakukan perbuatan.
menyebabkan tercemarnya hngkungan hidup.di kali Surabaya, Jawa Timur..

Mahkamah Agung dalam putusannya bahwa. Pengadlian Negeri S:doardjo_-
telah salah menerapkan hukum, yaitu dalam hal:

1), Penehnan keabsahan hasil-hasil laboratorium, sebelum membandmgkan

-Sat dengan.yang lain; dan,-
2) Penerapan rumusan pencemaran,

- Putusan Mahkamah -Agung tersebut dinilai sebagau suatu putusan yang-
be_r_am, Sekalipun bukan tanpa kelemahan, Putusan Sidoardjo bahkan dinilai-
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Pencemaran LGgkungan o ' AR - ' - _ 83

--_-sebaga ”suam penemuan hukum oleh Mahkamah Arrung di bidang Undang~ b

| '---ﬂndang ngkungan Hidup.” e i adem eidaken
" Stefanus Haryanto mengemukakan bahwa iewat putusannya Mahkamah'-_
' 'Agung (MA) telah melakukan suatu tmdakan penemuan hukum (rechtsvm—' :
' 3~.':'dzng) Putusan ini dlharapkan dapat mengakhm kontrover31 yang berkaatan' :
: -__._:dengan pengertlan pencema_ran Imgkungan Kalangan akademlsz maupun pe—_-}; :
merhau hukum lmgkungan umumnya berpendapat bahwa akan sulit sekah
! menerapkan sank51 pidana terhadap pencemar hngkungan Halini dxsebabkan
.karena Pasal 22 Undang—undang nomor 4 tahun 1982 menganut delik mate»
_rial yang menuntut pembuknan perubahan lmgkungan - sehmgga hngku-
ngan txdak dapat lagl dlpakax sesuag dengan perunmkannya bagi terjadmya '

del:k pencemaran lmgkungan L :
Putusan icasus Sldoard}o ini sangat pentmg artmya bagl upaya penegakan' '
hukum lingkungan selanjutnya ‘Mahkamah: Agung dalam pumsannya berpen—
dapat bahwa dehk pencemaran imgkungan sudah terjad). kalau seseorang
membuang hmbah 'yang kadarnya meiebﬂn ambang; baku misty Jimbah yang-
ditetapkan pemermtah.,Dalam pencernaran kali Surabaya ini, MA telah mela-
kukan penafsiran sosio-yuridis terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-undang
Lingkungan Hidup (UULH); Artiniya; MA telah mengubah ketentuan delik
material yang terdapat pada Pasal 22 UULH menjadi delik formal, - #55
7= Sekalipun MA telah membuat prestasi besar-dalam ‘kasus Sidoardjo, T.
Mulya Lubis menilai MA kurang =berat‘dal-ax_i_xi-iﬁeﬂjatuhkan hukuman bagi
pencema’r':'k'ali"..Su_rabéya Dalam*perkara pencemaran.lingkungan ini, MA
menjatuhkan vonis hukum pidana tiga bulan dengan masa percobaan-enam
bulan dan-denda:Rp. 1 juta. Seharusnya;*menurut‘Mulya Lubis; terdakwa

dijatuhi hukum yang berat mengingat tindak pencemaran-lingkungan sedang

? Liftar Catatan Hukum Stefanus Haryanto, SH.LLM, "Putusan Sidoardjo, Penemuan Hukum MA
st Biduny U Blagkangan Hidup, ™ dadan Hatian Kowgss; 3-Okwber 19537
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._'_memngkat saat ini. Kalau penga&ﬁan tetap menjatuhkan vonis yang nngat'
- -hag; te;:dakwa maka putusan pengadﬂan tidak menunjang proses penegakan}:_
hukum lmgkungan Crmeeni ewnoind sl o s

Kend_ 3 penegakan hukum lmgkungan di Indonesxa d:iatarbelakangam
oieh berbagaa -faktor tekms .dan :non-teknis ‘hukum. Putusan Mahkamah
Agung'd_" am' kasus jpencemaran Imgkungan di Xali Surabaya dapat: dapan~_;
dang sebagai terobosan -untuk mengatasi: kendala ‘teknis - hukum, yaltu

keharusan pembukuan yang bersifat post factum, yang sering pembuktian ini
tidak. mudah dllakukan oleh penegak hukum. Kendala teknis hukum bersum-
ber. dari Pasal 22 Undang-undang ; nomor 4 tahun 1982. - _ e
Kendala non~tekms hukum yang. merupakan kendala utama dalam pene-
gakan hukum lingkungan hanya dapat diatasi dengan politicalwill-yang kuat
dari: pemermtah Pemerintahharus dapat bertindak tegas dan indiskriminatif
terhadap pelaku pencemaran dan.perusakan lingkungan. - - .. . oo
;izKehendak. pohtlk ini dalam jangka pendek dapat dlbuknkan dengan tlga
tmdakan ya;m ¢y Ve SHAK T DHA - WASP: : i
1) Pemberian wewenang: dan mandat penuh bagi Bapedal untuk bert:ndak
.. sebagai-regulatory. and enforcement agency.: il i
~rArtinga,: per!u segera perubahanKeppres nomor 23 tahun 1990 _
2). Beri:kesempatan yang luas bagi- masyarakat, untuk turut memantan ,dan__
«.mengawasi. secara aktif ‘terhadapindustri dan kegiatan-kegiatan yang
i berpotensi:pencemar:lingkungan. - i = ; Lo
3) Pemerintah perlu membuat daftar perusahaan pencemar lingkungan dan
diumumkan secara berkala kepada masyarakat luas. .
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'Pencamamn ngkungan : o : 85 '

- Penegakan hnkum Imgkungan yang efektif juga akan: terlaksana kalau
' aparat penegak hukum secara reguier dilibatkan dalam kegxatan pelatlhan dz
bldang hukum lmgkungan dan ilmu-ilmu terkait lainnya,

* “Diftar Pustaka 0
Buku-buku:
Hardjasoemantri, Koesnadi. Hukum Tata ngkungan Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press, edisi kehma cetakan kesepuluh 1993,

Lotulung, Paulus - Effendi. Penegakan- Hukum Lingkungan-oleh Hakim
"Perdara Bandung PenerbxtPT Cltra Adntya Bakti,- 1993

Mohammad Askin. Sanksi Hukum'dalarﬁ' Hub'u'n'ga'n dehgaﬁ' Peflindm_zgan
Surber, Daya. Hayati. Law: suatu.Studi. diPerairan. Pantai Makassar.

Ujﬁng Pandang: Fakultas Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 1990,
Disertasi Doktor.

PI‘Od_]OdlkO[’O Wir'ono Perbuatan Meiarzggar Hukum B d g Penerblt

Stlalahl Daud. Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan hukwn
. Lingkungan Indonesia. Bandung: Penerbit Alumni, 1992. ;

Swanson Elizabeth 1. and Elaine 1. ‘Hiighes. The Price. of Po!!unon
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e Peraturan |
- i ‘_:Medm Jumaizstzk
: "Jurnal Hukum ngkzmgan, Tahun I No }!1994

Empét":" “faktor: "'yéng ~menyebabkan:seorang layak
| menjadi pemimpin, yakni: adabnya, ke}u;urannya
] .harga dmnya dan amanahnya. . AR'N
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